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I SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1 1 9  TAHUN 2013 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12  

Tahun 1994; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas 
Tanah dan Bangunan; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Pro.tokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum; 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan; 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; 

21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 tahun 2008; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 201 1 ;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013; 

29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang 
Daerah; 

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

31 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 ; 

35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

36. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

37. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
ANGGARAN 2013. 

PENJABARAN PERUBAHAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 O Tahun 2013 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 
Tahun 2013 Nomor 61002) diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut : 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
semula berjumlah Rp 49.979.889.632.000,00 (empat puluh sembilan 
triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan 
puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah 
sejumlah Rp 283.696.725.726,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar 
enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh 
lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi 
Rp 50.263.586.357.726,00 (lima puluh triliun dua ratus enam puluh tiga 
miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu 
tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan 

1 )  Semula 

2) Berkurang 

Rp 41.525.336.632.000,00 

Rp (725.471.805.088,00) 

Jumlah Pendapatan Setelah 
Perubahan 

b. Belanja 

Rp 40.799.864.826.912,00 

1 )  Semula 

2) Bertambah 
Rp 45.576.328.964.000,00 

Rp 1.002.536.665.904,00 
Jumlah Belanja Setelah 
Perubahan 

(Defisit) Setelah Perubahan 

c. Pembiayaan 

RD 46578.865.629.904,00 

Rp (5. 779.000.802.992,00) 

es 

I . 

1 )  Penerimaan 

a) Semula Rp 8.454.553.000.000,00 

b) Bertambah Rp 1.009.168.530.814,00 

Jumlah Penerimaan Setelah Rp 9.463.721.530.814,00 
Perubahan 

2) Pengeluaran 

a) Semula Rp 4.403.560.668.000,00 

b) Berkurang Rp /718.839.940.178,00) 

Jumlah Pengeluaran Setelah 
Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah 
Perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Setelah Perubahan 

Rp 0,00 

Rp 5.779.000.802.992,00 

RD 3.684720.727.822,00 
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut. 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal I I 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku 
surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Oktober 2013 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. 

JOKOWIDODO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Oktober 2013 

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. 

SYAHRUL EFFEND I  
NIP 195711171979031002 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2013 NOMOR 61027 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
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